
I. Undang Undnng Nomor -H, Tuhu n I ()<)<J tc-nt.itH~ 

l'cmb<:ntukan Dacrah Provins. Maluku Uiara (Lcmbaran 
Negara 1-?cpuhhk lnclo11c·-..i;1 Tahun Jf)()() ~omor 171. 
Tarnbahan ternbaran Nt'gara Republik lndnnr-sia Nornor 
1H<l~). 

c. bahwa berdasarkan kctcntuan pasal 3 Pcraturan Me11Lri 
Kcuangan Republik Indonesia Nomor 134 / PMK.07 / 2022 
icruang Belanja Wajib dalam rangka Pcnanganan 
Dnrnpa k l nflaai: 

d. bahwa sesuai dcngan Peraturnn Mentri Kcu,ingan 
l<epul>lik Indonesia Nomor HO/PMK.07 / 2022 ientang 
Dana lnscru if Dacruh untuk Pcnghurgnan Kincrja Tahuu 
brrjalan pada Tahun 2022 dan Pcnggunnan Sisa Dana 
l nseni if Daerah l'ahu n Anggaran 2020, sisa Dana 
I nscntif Dacrah Tarnbahan ·1 ahun Anggaran 2020. clan 
Sisa Daria lnscntif Daerah Tahun Anggaran 2021: 

e. hahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dalarn 
huruf ..i. huruf b, huruf r , chin huruf cl. pr-rlu 
mcnctapkan Pcraturan Kepala Dacrah tenrang 
Pcrubahan atas Pcraturan Kcpala Dacrah Kabuparcn 
l lalrnahr-ra Se lat an Nornor 2(> Tnh un 2022 Tc-ntarig 
Pc-njnbaran Pcrubahan Anggaran Pcndaparan dan 
Bclanja Daerah Tahun /\nggaran 2022: 

a . bahwa Pcnjaharan Anp;gHn1n Pcndnparnn clan Hrlanj:1 
Daerah Tahun Anggaran 2022 telah diterapkan dcngan 
Pcraturan Bupari Nomor 2(> Tahun 2022, pcrlu 
dilakukan penvcsunian dan pcnataan kernbali: 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Mentri Keunngan 
Rcpu hlik I ndonr-sia Nomor 127 / PM K.07 / 2022 ten tang 
Penetnpan Kurang Bavar clan Lcbih Bavar Daria Hat:1,i 
I Ia~il pada tahun 2022; 

Mcnimbang 
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Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
i11Ju11c::::.ic:1. Nuu1u1 4023j, 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5340j; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 
Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4:'>75): 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 ten tang 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang 
Keuangan Negara (lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
1-'erbendaharaan Negara (Lembaran Negara xepuouk 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm 
PPrPnr::1n::1::1n PPmh::1nm1n::1n N::ic;ion::11 IT Rmh::1r::1n NPl7:::ir:::i c.., • • ' • k-.. c., 



---- - - 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Pcraturan dacrah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnan 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Men teri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daeran tcruang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berna Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
525); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan l3antuan Sosial 
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaiman Lelah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

!~cpublik Indonesia Tahun 2019 Nemer 42); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Kclerangan Pcrtanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Peuieriutah Daer ah Kepada Masyarakat (Lt:111'ucUw1 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tcntang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan keuangan Gubemur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah provinsi Maluku Utara 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akuntansi Pemermtahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106}; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 



Dalam Peraturan l:3upati ini yang dimaksud dengan: 
l. Anzzaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APSD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebegai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
peiaksanaan urusan pemermtanan yang menjacn 
kewenangan otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati I Ialrnahera Selatan. 
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

s~h::1_g;_:ij ~nRP1.~.h pilai kekayasn hPr.~ih f\gJan, period,. 
tahun anggaran 2023. 

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah 
yang diakui sebagai pengurang nilai kckayaan bersih dalam 
tahun anggaran 2023. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN SUPATI NO 26 TAHUN 2022 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELA.NJA DAERI\H TAHUN .A-~GGARA.N 2022 

MEMUTUSKAN: 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor754j; 

20. Pera tu ran Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 20 l 7 
Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

22. Peraturan Menteri Dalam Ncgeti Nornor 9 Tahun 2021 
tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah lentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan 13,:!~nja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kcpala Dacrah tcntang Pcnjabaran Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 
004 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

Menctapkan 



2. 

v .. .__rr ~'"'h o~ e:.. fVM 'l.:::Q '1Q'l 
'U.t..&t::, V'4.&.& "'.I' V'•V- I ·--Vo 1"'-.IV 

Jumlah Pendapatan Rp 1 .684.248.592.139 
Belanja: 
a. Bclanja Opcrasional Rp l.024.071.91:2.283 
b. Belanja Modal Rp 409.185.886.530 
c. Belanja Tak Terduga Rp 24.458.806.212 
d. Bclanja Transfer Rp 287.950.747.192 

Jumlah Belanja Rp 1.745.667 .352.217 
Defisit Rp (61.418.760.078) 

Pcmbiayaan 
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 105.838.227.194 
b. Pengeluaran Pernbiayaan Rp ·H.419.467.116 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 61.418.760.078 
Sis~ Lcbih f'crr1l.iiayaru1 
Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0 

3. 

153.552.494.581 
l.524.671.739.075 

Rp 
Rp 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja dacrah, ctan 
pem biayaan daerah. 
I. Pcndapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-Lain Pendapatan Dacrah 

Pasal 3 

Ketcntuan dalam Peraturan Bupati I lalmahera Selatan Nomor 
26 Tahun 2022 tcntang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022 Nomor 26) diubah 
sebagai berikut: 

Pasal 2 

adalah Peraturan Bupati Halmahera Selatan. 

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun 2023 maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 

7. Utang Daerah yang selanjutnya discbut Utang adalah jumlah 
uang yang wajib dibayar Perueriniaii Daerah dan zaiau 
kcwajiban Pcmerintah Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang berdasarkan peraturan perundangundangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

8. Renca.na Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah yanz 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Dacrah untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang 
setanjutnya dismgkat i.<K.1-'lJ adalan dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 
Perda Kabupaten Halmahera Selatan. 



(I) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf a direncanakan sebesar Rp74.625.000.000,-, yang 
terdiri atas: 
a. Pajak hotel; 
b. Pajak restoran; 
c. Pajak hiburan; 
d. Pajak reklame; 
e. Pajak penerangan jalan; 

l2J Pajak hotel sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l j 
huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000,-. 

(3) Pajak restoran sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b direncanakan sebesar Rpl0.600.000.000,-. 

(4) Pajak hibu ran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,-. 

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,-. 

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp38.510.000.000,-. 

(7, P1::1.jak air tanah senagaimana dimaksud pada ayal 
( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000,-. 

Pasal6 

( I ) Anggaran pendapatan asli daerah se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan 
sebesar Rp153.552.494.58 l ,-, yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp74.625.000.000,- 

n) Rerrihusi daerah sehagatrnana dimaksud pada AyAI ( 1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp29.910.500.000,-. 

(4) Ilasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,-. 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp46.516. 994.581,-. 

Pasal s 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 
direncanakan sebesar Rpl.684.248.592.139,-, yang bersumber 
dari: 
a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer; 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 4 



(I) Anggaran lain-lain pcndapatan asli daerah yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan 
sebesar l~p46.516.994.581, ,yangterdiri aras: 
a. Jasa giro; 
b. Peneri.maan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; 
c. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan; 
d. Pendapatan denda pajak daerah; 
e. Pendapatan dari pengembalian; 
f. Pendapatan BLVD; 
g. Pendapatan dana kapitasijaminan kesehatan nasional (JKNJ 

pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 
,2> Jasagiro scbagairnana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000.-. 
(3) Pcncrimaan atas tuntutan ganti kerugian kcuangan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan 
scuesar Rp. 1.500.000.000,-. 

Pasal 9 

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
terdm atas bagian laba yang dibagikan kepada pcmenn tah 
daerah [dividcn] alas penyertaan modal pada BUMD 
direncanakan scbcsar Rp2.500.000.000.-. 

Pasal 8 

(I) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 5 hurufb direncanakan sebesar Rp29.910.500.000,-, 
yang terdiri atas: 
a. Retribusijasa umum; 
h, Retribusi jasa usaha; 
c. Retribusi perizinan tertentu; 

(2) Rctribusi jasa umum scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp330.000.000,-. 

(3> Retrtbusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dircncanakan sebcsar Rp5.090.500.000,-. 

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.490.000.000,-. 

Pasal7 

(R) Pajak mineral bukan logam dan batuan scbagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp9.500.000.000,-. 

(9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
du cncanakan $\:b1:::.c1.1 Rp-t.000.000.000,-. 

( 10) Pajak bea perolehan hak alas tanah dan bangunan 
(IJPHTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 



(I) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. l.024.071.912.283,-, 
yang terdiri atas: 
e. Belanja pegawai; 
f. Belanja barang dan jasa; 
g. Belanja bunga; 
h. Belanja su bsidi; 
1. Belanja hibah; dan 
j. Belanja bantuan sosial. 

(2) Bclanja pcgawai scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 
direncanakan sebesar Rp.420.327.669.471,-. 

(3) Belanja barang danjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 511.281.328.596,-. 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 8.612.255.368,-. 

(5) Belanja su bsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d 
Rp.0,-. 

(6) l:3elanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 46.777.933.868,-. 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf f dircncanakan sebcsar Rp. 37.072.724.980,-. 

Pasal 11 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan 
sebesar Rpl.745.667.352.217,-, yang tcrdiri alas: 
a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 10 

(4) Pendapatan denda atas ketcrlambatan pelaksanaan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 2 l .842.000.000,-. 

(5) Pcndapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dircncanakan sebesar Rp.174.994.581,-. 

(6) Pendapatan dari pengembalian sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,-. 

(7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1) 
huruf f di.rencanakan sebesar Rp.15.000.000.000,-. 

(8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional 
(JKN) pada fasilitas kcsehatan tingkat pertama (FKTP) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan 
sebesar Rp. 5.558.724.703,-. 



(I) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat ( I J huruf a dircncanakan sebcsar Rp. 
268.213.102.084,-, yang terdiri atas: 
a. Gaji pokok ASN; 
b. Belanja tunjangan keluarga ASN; 
c. Belanja tunjanganjabatan ASN; 
d. Belanja tunjangan fungsional ASN; 
e. Belanja tunjangan fungsional urnum ASN; 
f. Belanja tunjangan beras ASN; 
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN; 
h. Bclanja pembulatan gaji ASN; 
1. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN; 
J· Bclanja iuran jaminan kccclakaan kerjaASN; 
k. Belanja iuranjaminan kematian ASN; 

Pasal 13 

(I) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 
11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.488.312.939.182,-, 
yang tcrdiri alas: 
a. Bela.nja gaji dan tunjangan .A.SN; 
b. Belanja tambahan penghasilan ASN; 
c. Ta.mbahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektif lainnya ASN; 
d. Bclanja gaji dan tunjangan DPRD; 
e. Belanja gaji dan tunjangan KOH/WK.DH; 
f. Belanja penerimaan lainnya pirnpinan DPRD serta 

KDH/WKDH; 
g. Belanja pegawai BOS; 
h. Bclanja pcgawai BLUD. 

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 268.213.102.084,-. 

(3) Bclanja tarnbahan pcnghasilan ASN sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 
66.086.143.802,-. 

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 
lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebcsar Rp. 53.797.090.938,-. 

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat 

(6) ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17 .589.598.620,-. 
(7) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dirnaksud 

pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.186.154.027 ,-. 
(8) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KOH/WK.DH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp. 712.480.000,-. 

(9) Belanja pegawai BOS sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) 
huruf g direm . .anakan sebesar Rµ. 12.GG3. 720.000,-. 

(10) Belanja pegawai BLVD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h direncanakan sebesar Rp. 79.380.000,-. 

Pasal 12 



(I) Tarnbahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 
lainnya ASN sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.797.090.938,-, 
yang terdiri atas: 

Pasal 15 

(I) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 66.086.143.802,­ 
yang terdiri atas : 
a. Tambahan penghasilan berdasarkan bcban kerja ASN; 
b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; 
c. Tambahan pcnghasilan bcrdasarkan kondisi kerja ASN; 

(2) Tarnbahan penghasilan berdasarkan be ban kerja ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 53.168.698.790,-. 

{3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayal [I] huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 4.830.430.500,-. 

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja J\SN 
sebagaimana dirnaksud pada ayat huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 8.087.014.512,-. 

Pasal 14 

C2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J huruf a 
direncanakan sebesar Rp. l 99.219.859.003,-. 

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( J) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.19.75l.091 .571,-. 

(4J Belanja lunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.740.232.229,-. 

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hurufd direncanakan sebesar Rp. 13.361.210.070,-. 

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN scbagaimana dirnaksud 
pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.443.695.260,-. 

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.773.413.474,-. 

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf g dircncanakan scbesar Rp. 
143.830.149,-. 

(9) Belanja Pernbulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
( ll huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.138.789,-. 

\ iOJ Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaiinana dimaksud 
pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. l l.811.031.086,­ 

(11) Belanja iuranjaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1) hu ruf j direncanakan sebesar Rp. 
491.150.113.-. 

( 12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. l.473.450.340,- 



(I) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 
17 .589.598.620,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja uang representasi DPRD; 
b. Belanja tunjangan keluarga DPRD; 
c. Belanja tunjangan beras DPRD; 
d. Belanja uang paket DPRD; 
e. Belanja tunjanganjabatan DPRD; 
f. Belanja tunjangan alat kelcngkapan DPRD; 
g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD; 
h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan 

anggota DPRD; 
1. Belanja tunjangan reses DPRD; 
J. Bclanja pembcbanan PPh kcpada pimpinan dan anggota 

DPRD; 
k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota 

DPRD; 
1. Belanja tunjangan transportasi DPRD. 

(2) Belanja uang representasiDPRDsebagaimana dimaksud 
pada ayat (l)huruf a direncanakan sebesar Rp. 
671.790.000,-. 

(3J Belanja tunjangan keluarga DPRD scbagaimana dirnaksud 
pada ayal (1) hurufb direncanakan sebesar Rp. 91.845.600,­ 

(4) Belanja tunjangan beras DPRD scbagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.691.200,-. 

<5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57 .582.000,-. 

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 
974.095.500,-. 

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruff direncanakan sebesar Rp. 
79.474.500,-. 

(8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g direncanakan 
sebesar Rp. 19.366.200,-. 

Pasal 16 

a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah; 
b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi 

daerah; 
c. Belanja honorarium. 

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah 
sebagaimana dirnaksud pada ayat iii huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 2.408.709.008,-. 

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 863.133.325,-. 

(4) Belanja honorarium sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( l) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.854.950.000,- 



(I) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta 
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1) huruff direncanakan sebesar Rp. 712.480.000,-, 
yang tcrdiri atas: 

Pasal 18 

(I) Belanja gaji dan t unjangan KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 1.186.154.027 ,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH; 
b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH; 
c. Belanja tunjanganjabatan KDH/WKDH; 
d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH; 
e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDII/WK.Dll; 
f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH. 

(2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 l huruf\ a direncanakan sebesar 
Rp. 54.600.000,-. 

(3) Bclanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 
4.800.742,-. 

(4) Belanja tunjanganjabatan KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 
98.280.000,-. 

(5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDII sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) huruf d direncariakan sebesar Rp. 
6.943.680,-. 

(6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 1.763.188,-. 

(7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp.2.000,-. 

Pasal 17 

(9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan 
anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf h 
direncanakan sebesar Rp. 5.279.310.000,-. 

(10) Belanja tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (ll huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.323.000.000,-. 

t I I) Belanja pernbebanan PPh kepada pimpinan dan anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 
dircncanakan sebesar Rp. 625.008,-. 

( 12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota 
DPRO sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1} huruf k 
direncanakan sebesar Rp. 4.072.199.832,-. 

(13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 
4.920.618.780,-. 

, 



Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf d, belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta 
Rp.0,-. 

Pasal 23 

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat ( l) huruf c yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman 
kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 
8.612.255.368,-. 

Pasal 22 

(l) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 
511.281 .328.596,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja barang; 
b. Belanjajasa; 
c. Belanja pemeliharaan; 
d. 13elanja perjalanan dinas; 
e. Belanja barang danjasa BOS; 
f. Belanja barangdanjasaBLUD. 

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.607.573.731,-. 

()) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp. 169.187.845.814,-. 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
huruf c clirencanakan sebesar Rp. 70.039.816.871,-. 

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) huruf d direncanakan sebesar Rp. 134.9-1-3.766.300,-. 

(6) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada 
ayat {11 huruf e direncanakan sebesar Rp. 34.999.618.380,-. 

(7) Bclanja barang dan jasa BLUD scbagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.649.100.000,-. 

Pasal 21 

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 79.380.000,-. 

Pasal 20 

Bclanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(11 huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.663.720.000,-. 

Pasal 19 

a Belanja dana operasional pimpinan DPRD; 
b. Belanja dana operasional KDH/WKDH; 

(2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat {11 huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 312.480.000,-. 

<3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11 huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 400.000.000,-. 



(I) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 409.185.886.530, yang 
terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
cl. Belanja modaljalan,jaringan, dan irigasi; 

e. Belanja modal aset tetap lainnya. 
f. Oelanja modal aset lainnya 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat [I] hurufa direncanakan sebesar Rp. 
8.249.050.000,-. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayal ( 1) huruf b dircncanakan sebesar 

Pasal 26 

(I) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 
37.072.724.980,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja bantuan sosial kepada individu; 
b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; 
(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
2.545.750.000,-. 

(3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
scbesar Rp. 34.526.974.980,-. 

Pasal 25 

(I) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 46.777.933.868,-, 
yang tcrdiri atas: 
a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat; 
b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; 
c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. 

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
7.010.685.118,-. 

O> Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 39.151.524.350,-. 

H) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 615.724.400,- 

Pasal 24 



(I) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 107.376.667.158,-, yang tcrdiri atas: 
a. Belanja modal alat besar; 
b, Belanja modal alat angku tan; 
c. 13elanja modal alat bengkel dan alat ukur; 
d. Belanja modal alat pertanian; 
e. Relanja modal alat kantor dan rumah tangga; 
f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar; 
g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; 
h. Belanja modal alat laboratorium; 
1. Belanja modal komputcr; 
J· Belanja modal rambu-rambu; 
k. Belanja modal peralatan olahraga; 

<2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a direncanakan scbesar 
Rp.1.109.271.258,- 

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.180.637.000,-. 

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp.38.180.000,-. 

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.030.285.000,-. 

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e 
clirencanakan sebesar Rp.9.179.038.600,-. 

{7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pernancar 
sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf fdirencanakan 
sebesar Rp.2.583.476.000,-. 

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf g 

Pasal 28 

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat ( 1) huruf a clirencanakan sebesar Rp. 
8.249.050.000,-. 

Pasal 27 

Rp. 107.376.667.158,-. 
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 93.141.298.148,-. 

(5) Belanja modaljalan,jaringan, dan irigasi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 
199.701.934.224,-. 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 716.937.000,-. 



(I) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) huruf c dircncanakan 

Pasal 31 

{I) Anggaran belanja modaljalan,jaringan, dan irigasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) huruf d 
direncanakan sebcsar Rp. 199.701.934.224,-, yang 
terdiri atas: 
a. Belanja modaljalan danjembatan; 
b. Belanja modai bangunan air; 
c. Belanja modal instalasi; 
d. Belanja modal jaringan. 

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud 
pada ayar (l) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
109.778.141.887 ,-. 

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp. 70.798.192.500,-. 

(4) Belanja modal instaJasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.794.446.002,-. 

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.331.153.835,-. 

Pasal 30 

(I) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat \huruf c direncanakan 
sebesar Rp.93.141.298.148,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja modal bangunan gedung; 
b. Belanja modal monumen; 
c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti. 

(2) Belanjamodal bangunangedung sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) hurufa dircncanakan scbcsar Rp.83.172.896.648,-. 

(3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.750.000.000,-. 

(4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp.3.218.401.500,-. 

Pasal29 

direncanakan sebesar Rp.39.211.704.800,-. 
(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.25.664.825.400,-. 
( I 0) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf i direncanakan sebesar Rp.12.842.101.100,-. 
(11, Belanja modal rambu-rarnbu sebagairnana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf j direncanakan sebesar Rp.122.500.000,-. 
( 12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf k direncanakan sebesar Rp.106.000.000,-. 



(1) Anggaran penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun Sebclumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 direncanakan sebesar Rp. 
105.838.227 .194,-, 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 direncanakan sebesar Rp. 
105.838.227 .194,-, yang terdiri atas: 
a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; 

Pasal 36 

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 yang terdiri 
atas anggaran penerirnaan pembiayaan dan anggaran pengcluaran 
pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 150.257.694.310,-, 

Pasal 35 

(I) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 287.950.747.192,-, yang 
terdiri atas: 
a. Bclanja bagi hasil; 
b. Bclanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 3.526.878.016,-. 

<3) Belanja bantuan .keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 284.423.869.176,-. 

Pasal 34 

Pasal 37 

Anggaran bclanja tidak tcrduga scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.458.806.212,-. 

Pasal 33 

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f Rp.0,-. 

Pasal 32 

sebesar Rp. 716.937.000,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja modal bahan perpustakaan; 
h. Belanja modal aset tidak berwujud; 

(2) Belanja modal bahan pcrpustakaan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
319.130.000,-. 

(3) l:3elanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf b direncanakan sebesar Rp. 397.807.000,-. 



Ringkasan Penjabaran APBD Yang 
DikJasifikasi Mcnurut Kelompok, Jems, Objck, 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pcmbiayaan; 

l. Lampiran I 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KepaJa 
Dacrah ini terdiri dari: 

(I> Selisih antara anggaranpendapatan daerah dengan anggaran 
belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 
(61.418.760.078) ,-. 

C2J Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 
pernbiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 
61.418. 760.078,-. 

Pasal 41 

Pasal 42 

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo 
sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf b pernbayaran 
pinjaman daerah dari pcmcrintah pusat dircncanakan scbcsar 
Rp.38.619.467.116,-. 

Pasal 40 

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 avat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
5.800.000.000,-.yang terdiri atas: 
(I) Penyertaan modal dacrah pada bad an usaha milik dacrah 

(BUMD); 
(2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah 

(BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa 
direncanakan sebesar Rp. 5.800.000.000,-. 

Pasal 39 

<I) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 direncanakan sebesar Rp. 44.419.467.116,-, 
yang terdiri atas: 
a. Penyertaan modal daerah; 
b. Pcmbayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.800.000.000,-. 

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 
38.619.467.116,-. 

Pasal 38 



Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan. 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 43 

Pasal 44 

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek Pendapatan, l3elanja, 
dan Pembiayaan; 

3. Lampiran Ill Daftar Narna Pencrima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,dan 
Be saran Ban tuan Sosial; 

5. Larnpiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum 
dan bersifat khusus; 

6. Lampi ran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran belanja bagi haeil; 

7. Larnpiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurul 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Suh Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak 
Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ 
Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kcgiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 
Menurut Urusan Pcmerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan;; 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/ Kola pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang 
APBD dan Rancangan Perkada tentang 
Penjabaran APOD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara. 

10. Lampiran X 



Salman sesuai dengan aslinya 

Kcpala Bagian I Iukum 
Sekretariat Daerah 

Kabupaten I lalrnahr-rn Sr-lrn an 

BERITA DAERl\11 KABUPATEN I IALMAI IERA SELJ\TAN TAI !UN 2022 NOMOr~: 27.A 

Ditetapkan di l.abuha 
Pada tanggal 26 Scpte nbcr 2022 

BUPATI HALMAH 

Diundangkan di Labuha 
Pacla tanggal 26 September 2022 
SEK~ETARIS DAERAI l 

t 

Agar setiap orang mengctahuinva, mcrncrintahkan pcngundangan 
Peraiurun Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan. 

PasHI 4:i 

p = 


